
I'v~Enimbang

rv:engingat

I SALINANJ

.,.

GUE,lERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUHAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 274 TAHUN 2014

TENTANG

PEMB=NTUKAN, ORGANISASI DAN TATA K,=RJA
PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA

DEl\IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
,,l:

GUBERNUR ?ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berrJasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 60 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tala
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Konservasi Cagar Budaya;

1. Undan~I-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undan!J-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undan£'··Undang Nomor 15 Tahun 200-1 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provi,-si
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

5. Undan9-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

6. Undan£I-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentan£1 Cagar Budaya;

7. Undan£I-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan~1 Pembentukan Peraturan
Perund 3ng-undangan;

8. Undan9·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-'Jndang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

i
i

Peraturam Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Bara~g M;lik NegaralDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubClh terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

17. Peraturan Menter! Datam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; :

19. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PUSAT KONSERVASI eAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daera~,adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerinta, Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyetenggara Pemerintahan Daerah.
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3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kep3gawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan K~pegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Daerah Khw;us Ibukota Jakarta.

12. Pusat Konservasi Cagar Budaya adalah Pusat Konservasi Cagar Budaya
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Konservasi Cagar Budaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Konservasi Cagar
Budaya.



4

(2) Pusat Konservasi Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Pusat Konservasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Konservasi Cagar Budaya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pusat
Konservasi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyusllnan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Plisat
Konseniasi Cagar Budaya;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokllmen pelaksanaan anggaran
Plisat Konservasi Cagar Blidaya;

c. penYllsllnan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan
Konservasi Cagar Blidaya;

d. penYUSLJnan dan penyajian data pelaksanaan Konservasi Cagar
Budaya;

e. pengusulan Tim Ahli Cagar Budaya kepada Gubernur melalui Kepala
Dinas'; ,

,

f. pelaksan3an identifikasi kerusakan Cagar Budaya;

g. pelaksanaan dan pelayanan laboratorium, preservasi dan restorasi
Cagar Budaya;

h. pelayanan informasi dan publikasi Konservasi Cagar Budaya;

i. pemberian rekomendasi pelaksanaan Konservasi Cagar Budaya;

j. pelaksanaan inventarisasi, sertifikasi dan appraisal Cagar Budaya;

k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Konservasi Cagar
Budaya;

I. pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat;

m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Konservasi
Cagar Budaya;

n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Konservasi Cagar Budaya;

o. pengadilan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
Konservasi Cagar Budaya;

p. pengelo\aan perawatan, pemeliharaan gedung, prasarana dan sarana
Pusat·Konservasi Cagar Budaya;

q, pengedo.aan kearsipan Pusat Konservasi Cagar Budaya;

r. pelaksan<'lan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja
dan lem )aga yang terkait dalam rangka pengelolaan Konservasi Cagar
Budaya;dan

s, pelaporqll dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Konservasi Cagar Budaya,
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BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya, terdiri dari :

a. Kepala Pusat;

b. Subbag!an Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Preventif;

d. Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi; dan

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana
tercantum clalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Konservasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
PusatKonservasiCagarBudaya; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan
administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya.

(2) Subbagian'Tata Usaha dipimpin oleh seorang f<epala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
I

a. menyu~;un bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusai Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan' anggaran Pusat Konservasi Cagar Budaya;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana
strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Konservasi
Cagar Budaya;

e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
pelaksahaan administrasi Pusat Konservasi Cagar Budaya;,

f. menyusun pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat
Konservasi Cagar Budaya;

g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Konservasi Cagar Budaya;

h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya;

i. melaksanakan pengelolaan perawatan dan perneliharaan gedung dan
prasarana serta sarana Pusat Konservasi Cagar Budaya;

j. menghirnpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan SHrana kerja pad a Pusat
Konservasi Cagar Budaya;

k. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana
Konservasi Cagar Budaya;

I. mengan31isa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana
Pusat KOllservasi Cagar Budaya;

m. melaksanakan pengelolaan kearsipall Pusat Konservasi Cagar
Budaya;

n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit
kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana
dan sarana Konservasi Cagar Budaya;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
sertg 8kuntabilitas Pusat Konservasi Cagar Budaya; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Preventi!

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Preventi! merupakan Satuan Kerja lini Pusat
Konservasi eagar Budaya dalam pelaksanaan kegiatan preventif.

(2) Satuan Pel8ksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkeduduk,m dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
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(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas
usul Kep~la Pusat.

(4) Satuan Pelaksana Preventif mempunyai tugas :

a. ,menyu5un bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Konservasi Cagar BUdaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan
preventif Cagar Budaya;

d. menyusun dan menyajikan data pengelolaan preventif Cagar Budaya;

e. member-kan pelayanan uji laboratorium Cagar Budaya kepada
masyarakat;

f. melak3anakan deskripsi dan identifikasi kerusakan Cagar Budaya;

g. melakukan penelitian dan uji coba bahan Konservasi Cagar Budaya;

h. memberikan rekomendasi untuk perawatan dan perbaikan Cagar
Budaya;

i. melaksallakan monitoring dan evaluasi pengelolaan preventif Cagar
Budaya;

j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit
kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan preventif
Cagar Budaya; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Preventif.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi merupakan Satuan Kerja lini
Pusat Ko'nservasi Cagar Budaya dalam pelaksanacn kegiatan preservasi
dan restorasi.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala SCltuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas
usul Kepala Pusat

(4) Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Konservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Kdnservasi Cagar Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis kegiatan
preservasi dan restorasi Cagar Budaya;
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d. menyusun dan menyajikan data preservasi dan restorasi Cagar
Budaya;

e. melaksanakan inventarisasi. identifikasi dan penelitian pra dan pasca
Konservasi Cagar Budaya;

f. melakukan perbaikan dan rekonstruksi Cagar Budaya;

g. melaku\<:an tindakan perlindungan dari kerusakan dan pemusnahan
Cagar Budaya;

h. melaksenakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Preservasi dan
Restora5i Cagar Budaya;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;

j. melaksanakan pelayanan Konservasi Cagar Budaya;

k. melaksanakan kegiatan promosi Cagar Budaya;

I. melaksanakan publikasi kegiatan Cagar Budaya;

m. menyusun dan menyajikan data penyediaan pelayanan dan promosi
Konservasi Cagar Budaya;

n. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pelayanan dan
promosi Konservasi Cagar Budaya;

o. mengcmalisa dan mengajukan kebutuhan pelayanan dan promosi
Konse.vasi Cagar Budaya;

p. melakukan pendokumentasian proses konservasi;

q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja
dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan preservasi dan
restorasl; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Preservasi dan Restorasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsionai

Pasal 10

(1) Pusat Konservasi Cagar Budaya dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan
tugas dalarn susunan organisasi struktural Pusat Konservasi Cagar
Budaya.

Pasal 11

(1) Dalam. ran~ka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Konservasi
Cagar Budaya sebagai bagian dari Kelompok Jabotan Fungsional Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Subkelompo.k Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpill.oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
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(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Konservasi
Cagar Budaya dari pejabat fungsional yang berkompeten dan
berintegrit~s.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Konservasi
Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari
pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal13

(1) Dalam rne:aksanakan tugas dan fungsinya Pusat Konservasi Cagar
Budaya v·ia,;ib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya mengembangkan koordinasi dan
kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan
masyarakF.ll. dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar
pelaksanaa'1 tugas dan fungsi Pusal Konservasi Cagar Budaya.

Pasal 14

Kepala Pusal, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Konservasi Cagar
Budaya wajib melaksanakan tugas masing-masing s&suai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan E!fisiensi.

Pasal15

(1) Kepala' Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat
Konservasi Cagar Budaya wajib memimpin, mengoordinasikan.
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
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(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Konservasi eagar Budaya wajib mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

"

Pasal16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Pusat Konservasi Cagar
Budaya wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing' serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Konservasi Cagar Budaya wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindakJanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Pusat Konservasi Cagar Budaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pada Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pusat Konservasi Cagar
Budaya mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan
Biro Organ sasi dan RB sebagai bag ian dari pembinaan Kepegawaian
Dinas.
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BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Konservasi Cagar Budaya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaa'n belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan
negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Konservasi Cagar Budaya merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuiangan negara/daerah.

\

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai
prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud ~·ada ayat (1), dilaksanakan sesuai den(j.3n ketentuan peraturan
perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-Imdangan pengelolaan barang milik negara/daerah_

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Pusat Konservasi Cagar
Budaya da:am bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak
Ketiga keoada Pusat Konservasi Cagar Budaya dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur rnelalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah(PF'KD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat de.n dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1 )
I

Pusat Konservasi Cagar Budaya menyusun dcln menyampaikan laporan
berkala tahullan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu
kepada ~:epala Dinas.
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(2) Laporan s'3bagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal25

Dalam rangka' <lkuntabilitas, Pusat Konservasi Cagar Budaya mengembangkan
sistem pengendalian internal.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal26

Pengawasan terhadap Pusat Konservasi Cagar Budaya dilaksanakan oleh :

a. Lembaga IHlgara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung javlab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Pusat Konservasi Cagar
Budaya diatur/clitetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai c1engan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal28

Pada saat Pel aturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai
Konservasi, d'cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukc,ta Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2314

S~KRETARIS DAERAH PI~OVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA.

ltd.

SAEFULLAH

B~RITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T.'\HUN 2014 NOMOR 132141



Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 274 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KONSERVASI eAGAR BUDAYA

LAKSANA
ASIDAN

GRASI

GIAN
AHA

KEPALA PUSAT

-~

SUBBIl
TATAL

.......... ....................

I\NA
SATUAN F

PRESER
REST

........... ...................

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SATUAN PELAKS
PREVENTIF

..................1. .

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU:<OTA JAKARTA,

tid.

BM,UKI T. PURNAMA


